TESIS

KEDUDUKAN AKTA NOTARIS YANG DITANDATANGANI
DILUAR WILAYAH JABATAN NOTARIS

Disusun Oleh :
LUKY PERMANA PUTRA
NIM : 12215051

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2018



TESIS

KEDUDUKAN AKTA NOTARIS YANG DITANDATANGANI DILUAR
WILAYAH JABATAN NOTARIS

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum
Universitas Narotama Surabaya

Disusun Oleh :
LUKY PERMANA PUTRA
NIM : 12215051

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA
2018



LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini Telah Direvisi

Pada tanggal 5 September 2018

Oleh :

Dosen Pembimbing

Dr. Rusdianto Sesung. S.H.. M.H.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Universitas Narotgma




LEMBAR PENGESAHAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL: 5 Agustus 2018

Oleh :

Dosen Pembimbing

Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. #1abib Adjie. S.H., M.Hum.



Ketua

Anggota

TESIS

PADA TANGGAL : 5§ SEPTEMBER 2018

TIM PENGUJI TESIS

: Dr. SUWARDI, S.H., M.H. ...5... ... . 8.

: Dr. RUSDIANTG

SR P N T RSNV, . L 3L . .. h



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Bersama ini saya menyatakan bahwa Tesis ini bukan merupakan karya yang pernah
diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang
pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang
lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan
dalam Daftar Acuan / Daftar Pustaka.

Apabila ditemukan sebaliknya, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi
akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak
Universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang
berlaku.

Surabaya, 5 September 2018

Yang membuat pernyataan

LUKY PERMANA PUTRA
NIM : 12215051



ABSTRAK

Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur bahwa notaris hanya
berwenang untuk membuat akta sepanjang perbuatan hukum tersebut dilakukan
masih dalam wilayah kerjanya. Realita yang terjadi dalam masyarakat ada notaris
yang membuat akta didalam wilayah kerjanya, namun penandatanganan aktanya
dilakukan diluar wilayah kerja. Hal ini disebabkan adanya kekaburan norma dalam
UUJN yang hanya menyebutkan pembuatan akta harus dilakukan didalam wilayah
kerjanya, namun proses penandatanganan tidak disebutkan secara tegas sehingga
menimbulkan multi tafsir.

Penulisan penelitian ini akan menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang
keabsahan akta yang ditandatangani diluar wilayah kerja notaris dan tanggung gugat
notaris terhadap akta yang di tandatangani diluar wilayah kerja

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan dua
tipe pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik
dibatasi oleh Tempus, yaitu waktu kapan Notaris tersebut berwenang membuat akta.
Locus, yaitu wilayah yang menjadi kewenangan Notaris dalam membuat akta dan
Materiae, yaitu kewenangan Notaris dalam membuat akta adalah selama akta tersebut
pembuatannya tidak dikhususkan kepada pejabat umum lainnya. Notaris yang
menandantangani akta diluar wilayah jabatannya dapat dinyatakan melakukan
perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci : Notaris, Kewenangan, Wilayah Jabatan



ABSTRACT

According to Indonesian Notarial laws, notary publics are only authorized to
publish deeds based on their work scope. In practice, there are some notary publics
who publish deed based on their work scope but signing act not based on their work
scope. It is happened because there are some confusion within Indonesian Notarial
Laws since it is mentioned that notary publics shall publish deeds based on their work
scope. Meanwhile it does not mention explicitly about signing act by the notary
public therefore it creates multi interpretation.

The present study tries to elaborate coupled with examine further about validity
of deed that is authorized not based on the notary public work scope coupled with
accountability of the deed.

The method used in the present study is a normative legal research, namely
legal research which is conducted by examining the library materials or secondary
law while in finding and collecting the data is done by two approaches, namely the
law and conceptual approaches.

The present study shows that authority of notary public in publishing deed is
limited by three regulations. First is concerning the duration of notary public in
holding authorization rights to publish the deed or Tempus. The second is concerning
area that is covered by notary public in publishing the deeds or Locus. The last is
about authorization of notary public in publishing the deeds in which the deeds is
shall not be devoted for other general officials or Materiae. Notary publics who sign
deeds not according to their work scope can be determined as act against the law or
unlawful.

Keywords: Notary Public, Authority, Work Territory
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KESIMPULAN

1. Akta Notaris yang ditandatangani diluar wilayah jabatan tidaklah sah kecuali, dalam
keadaan darurat meliputi:
a. dalam kondisi nyawanya kritis/ sekarat, akan meninggal dunia;
b. dalam keadaan bahaya, kecelakaan atau kapal laut mau karam;
c. dalam keadaan perang atau huru hara, dan lain lain.*
Bila terjadinya keadaan memaksa yang tidak dapat diprediksi oleh Notaris secara
objektif, dan tidak dapat dihindarkan dengan usaha apapun juga, maka dapat dikatakan
bahwa Notaris sama sekali tidak ada kesalahan, dan seharusnya ia dibebaskan dari
pertanggung jawaban. Penandatanganan akta diluar wilayah jabatan bila ditemukan
unsur kesengajaan, maka akta yang dibuat menjadi terdegradasi kekuatan
pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan

2. Notaris yang menandantangani akta diluar wilayah jabatannya adalah melawan
hukum. Atas penandatanganan akta diluar wilayah jabatan tersebut apabila para pihak
mengalami kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum Notaris maka

Notaris bertanggunggugat untuk menggantikan biaya kerugian tersebut.
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